BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1.

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesatuan
yang tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang
berarti masing-masing daerah dapat mengatur Pemerintahannya
secara mandiri dan dipimpin oleh Pemerintah Daerahnya masing-
masing sesuai wilayah yang didasari asas desentralisasi yang
melahirkan otonomi daerah otonomi daerah. Salah satunya
kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tercantum dalam
urusan pemerintahan konkuren perihal urusan pemerintahan wajib
yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam hal ini,
pemerintah  daerah mempunyai  kewajiban untuk menjaga
ketentraman, Kketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat.
Kewajiban untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan
masyarakat tersebut berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi dalam
suatu negara khususnya bencana alam. Dalam penanggulangan
bencana alam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk
menyelenggarakan Penanggulangan bencana yang tercantum dalam
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana sedangkan untuk penyelenggaraan
penanggulangan bencana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk
suatu badan yang bertugas untuk menyelenggarakan penanggulangan
bencana pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana,
yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila skala

bencana mencakup skala nasional dan dalam suatu daerah terdapat
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah,
suatu daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya
sendiri begitupun perihal terjadinya bencana alam. Dalam hal ini,
Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan status darurat
bencana yang direkomendasikan oleh badan yang berwenang yaitu
sesuai skala terjadinya bencana pada skala Provinsi dan Kabupaten
Kota. Badan yang merekomendasikan penetapan status darurat
bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD).

Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
serta lembaga yang dibentuk untuk Penanggulangan Bencana
menerapkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dalam hal ini
asas desentralisasi tercermin dari kewenangan daerah untuk
membentuk suatu peraturan daerah perihal pembentukan BPBD.
Adapun penggunaan asas dekonsentrasi yang melahirkan tugas
pembantuan, dimana pada saat fase penanggulangan bencana yaitu
rehabilitasi dan rekonstruksi suatu daerah dapat meminta bantuan
dana kepada pemerintah Pusat untuk membantu penanggulangan
bencana di daerah. Pemerintah Pusat memberikan delegasi
kewenangan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana yang
berskala nasional kepada BNPB, sedangkan Pemerintah Daerah
memberikan delegasi kewenangannya kepada BPBD untuk bencana
yang berskala provinsi dan kabupaten/kota. Ketika menyelenggarakan
penanggulangan bencana terdapat pula koordinasi antara BNPB
dengan BPBD, yaitu BPBD mengacu kepada standarisasi yang
ditetapkan oleh BNPB. Akan tetapi, menjadi masalah baru dari sudut
pandang kelembagaan bahwa BPBD bukan merupakan badan yang
berada di bawah BNPB. BPBD secara kelembagaan berada di bawah

Pemerintah Daerah, sehingga tanggung jawab dan pemberian tugas
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hanya terhadap Pemerintah Daerah melalui Peraturan yang
mengaturnya, sehingga membutuhkan reposisi antara BNPB dan
BPBD.

5.2. Saran

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian
ini, penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan tersebut, yaitu:

1. Perlunya dibentuk suatu langkah teknis dalam bentuk peraturan
pelaksana, petunjuk teknis, juklak perihal penanggulangan bencana
agar memudahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai skala

kewenangannya.

2. Bahwa Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar pengaturan mengenai

penanggulangan bencana diatur secara lebih explisit.

3. Bahwa dalam sistem kelembagaan, perlu adanya reposisi hubungan
antara BPBD dengan BPNB yang selama ini tidak ada, sehingga
BPBD dapat merumuskan spesifikasi bencana alam yang terjadi
sesuai dengan kondisi wilayah setempat dengan mengacu kepada

standarisasi atau reverensi yang ditetapkan oleh BNPB.
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